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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang
Sistem ZJjo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten
Madiun”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktek utang piutang sistem J7jo (ngijo) yang terjadi di Desa Sebayi
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, merupakan perjanjian antara
petani dengan pengepul. Dalam sistem 7jo (ngijo) tersebut petani meminjam
uang kepada pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan
standar atau ukuran kwintalan pada musim panen tiba. Ngijo adalah simbol
dari bahasa masyarakat Desa Sebayi dalam hal utang piutang di bidang
pertanian. Di dalam prakteknya perjanjian ngijo di Desa Sebayi Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun hanya dilaksanakan oleh petani dengan
pengepul saja secara lisan tanpa ada saksi, sehingga turut campurnya kepala
desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi ngijo dilakukan
hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan
setempat. Dalam perjanjiannya, jika petani melakukan wanprestasi dengan
tidak membayar utang padahal petani memiliki hasil panen, maka pengepul
tidak segan-segan meminta uang kembali dan membatalkan perjanjian, lalu

apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen),
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maka petani tersebut akan memberikan padi pada musim panen berikutnya
dengan menambah 5% padi untuk pelunasannya. Dalam hukum islam, sistem
ijo (ngijo) yang dilakukan petani dengan pengepul di Desa Sebayi Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun bukan termasuk akad gard (utang piutang)
karena dalam praktek utang piutang ngijo tidak adanya saksi pada saat
terjadinya perjanjian, sehingga akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi
menyebabkan akadnya tidak sempurna yang berarti akad yang dilakukan
tidak sah.

2. Adapun perspektif hukum Islam, utang piutang sistem 7jo (ngijo) yang
dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemaranng Kabupaten Madiun,
menurut pandangan hukum Islam adalah haram karena adanya
ketidaksesuaian antara jumlah pokok hutang dengan jumlah pelunasan padi
serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak bisa memberikan padi
pada waktu jatuh tempo (panen) yang bertujuan mengambil keuntungan lebih
bagi muqrid tersebut, Maka dalam utang piutang sistem 7jo (ngijo) tersebut
tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba nasi’ah yang

hukumnya haram.

B. Saran
1. Untuk pengepul, saran saya seharusnya untuk tidak memberatkan para
petani. Pengepul memberikan harga kepada petani sesuai harga padi di
pasaran. Misalnya, petani berhutang sebesar Rp. 500.000,- maka

pengembalian hutang kepada pengepul seharga padi Rp. 500.000,-. Jadi,
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adanya keseimbangan harga padi dengan besar hutang supaya tidak
memberatkan para petani.

Untuk para petani, saran saya supaya lebih memilih hutang di lumbung
desa. Memang prosesnya lebih lama dan ruwet, tapi di lumbung desa
tidaklah ada unsur riba di dalamnya. Jadi, tidak ada petani yang merasa

rugi dan tidak akan ada lagi praktek riba dalam akad gard.



